
LAMBAT TANGANI PELAPORAN, KEJATI JATIM DIADUKAN MAHASISWA UNISLA KE
OMBUDSMAN

Senin, 08 Mei 2023 - Regar Febrianto Ardiansyah

LAMONGAN | duta.co - Terkait lambatnya penanganan perkara pelaporan dugaan tindak pidana korupsi di Unisla
Lamongan. Perwakilan mahasiswa Universitas Islam Lamongan akhirnya melaporkan Kejaksaan Tinggi Jatim ke
Ombudsman RI Perwakilan Jatim.

"Sampai hari ini belum ada kejelasan dari Kejati Jatim. Tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum terkait laporan
dugaan korupsi yang terjadi di Unisla. Kami perwakilan mahasiswa Unisla Lamongan bersama kuasa hukum pada hari
Selasa tanggal 12 April 2023 akhirnya mengadukan Kejati Jatim ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi," terang
perwakilan mahasiswa Unisla Febri Hermansyah, Senin (8/5).

Febri menjelaskan, pengaduan dugaan maladministrasi tersebut diterima oleh pihak Ombudsman dengan menyerahkan
bukti surat yang berupa fotokopi surat pengaduan serta fotokopi tanda terima dan fotokopi tiga surat permohonan
informasi tindak lanjut/SP2HP serta fotokopi tanda terima.

"Kami menilai bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi di
Universitas Islam Lamongan tersebut sehingga aduan yang kami adukan cenderung diabaikan. sampai hari ini belum ada
kejelasan dari Kejati Jatim akhirnya kami melaporkan aduan maladministrasi ke Ombudsman Jatim," ungkapnya.

Menurut dia, pengaduan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Rektor Universitas Islam Lamongan beserta
jajaranya hingga sampai saat ini sudah mencapai 9 bulan lamanya, yaitu terhitung dari awal pengaduan pada tanggal 16
September 2022 lalu.

"Sejak adanya pengaduan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tentang tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh
Rektor Universitas Islam Lamongan beserta para pihak yang diduga ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut yaitu
Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Staff pada BAASIK serta para Dekan dan Kaprodi di Universitas Islam Lamongan," ucap
Febri.

LBH Surabaya selaku kuasa hukum dari perwakilan Mahasiswa Universitas Islam Lamongan, masih belum mendapatkan
informasi tindak lanjut atas aduan tersebut dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Walaupun sudah ada pemeriksaan
terhadap pengadu dan para saksi serta sudah mengirimkan surat permohonan informasi tindak lanjut/SP2HP terkait
aduan dugaan tindak pidana korupsi tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut.

"Yaitu, pertama pada tanggal 23 September 2022, surat permohonan kedua pada tanggal 4 Oktober 2022 dan surat
permohonan ketiga yaitu pada tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana surat permohonan informasi tersebut dikirimkan
langsung oleh perwakilan LBH Surabaya melalui PTSP Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," bebernya.

Akan tetapi, kata dia, sampai saat ini pihaknya masih belum mendapatkan informasi yang resmi secara tertulis maupun
informasi yang jelas dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Berdasarkan surat pengaduan tentang dugaan tindak pidana
korupsi pada tanggal 16 September 2022, di Kejaksaan Jawa Timur dengan mencantumkan poin-poin sebagai berikut:

1. Bahwa pada tertanggal 05 Maret 2019 sebanyak 210 Mahasiswa Universitas Islam Lamongan menerima bantuan
beasiswa Bidikmisi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI) kurang lebih sebesar Rp
10,9 miliar.

2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan nomor
05/SK/UNISLA/II 2021 tentang Penetapan Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, sebanyak 396
mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa
semester genap tahun akademik 2020/2021.

3. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Lamongan (UNISLA)
bersama perwakilan Ormawa melakukan audiensi dengan para penyelenggara Universitas Islam Lamongan yang
diwakili oleh Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Ketua Senat, dan salah satu pembina Yayasan untuk meminta
transparansi dana beasiswa bidikmisi dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah namun pada saat audiensi
tersebut mulai mendapatkan intimidasi, intervensi akademik, hingga ancaman kriminalisasi terhadap kawan-kawan
mahasiswa yang aktif dalam gerakan tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor: 027/Kep./
UNISLA/2022 telah membekukan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Lamongan
(UNISLA) Periode 2021-2022 dengan tuduhan bahwa BEM UNISLA telah menyebarkan fitnah padahal tujuan dari
BEM UNISLA ingin meminta transparansi dana beasiswa Bidikmisi dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;



5. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Lamongan melakukan aksi
gruduk kampus atas adanya keputusan Rektor tentang Pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas
Islam Lamongan (UNISLA) Periode 2021-2022 dan pada saat aksi berlangsung terdapat ancaman dan intimidasi oleh
salah satu dosen bahkan mendapatkan tindakan yang diduga sengaja dilakukan oleh dosen dengan menabrakkan
mobilnya ke perangkat aksi.

6. Bahwa pada tanggal 9 September 2022 perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Unisla melakukan aksi simbolik di
LLDIKTI Wilayah 7 Jawa Timur sebagai symbol bahwa LLDIKTI dinilai tidak tegas terhadap permasalahan yang
terjadi di Universitas Islam Lamongan.

7. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Lamongan bersama Solidaritas
melakukan Aksi Nasional (Kemendikbud Ristek Dikti) sebagai rentetan aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan aliansi
dan juga solidaritas.

Akhirnya pada aksi tersebut diakhir I oleh sebuah opini dari Itjen Kemendikbud Ristek Dikti untuk mengusut tuntas
permasalahan yang terjadi di Universitas Islam Lamongan. Adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan
dari keterangan beberapa Mahasiswa Universitas Islam Lamongan yaitu terdapat adanya pemotongan dana Beasiswa
Bidikmisi dan/atau dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan alasan untuk pengembangan Lab Fakultas atau
pengembangan Universitas dan juga adanya penyimpanan buku rekening tabungan/ATM bagi para Mahasiswa yang
menerima bantuan dana tersebut oleh Kaprodi masing-masing di Fakultas bahkan para Mahasiswa penerima dana
Beasiswa Bidikmisi dan/atau penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tersebut masih dipungut biaya pembayaran
Ujian Tengan Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Her Registrasi.

"Akibat dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut yang dapat kami hitung berdasarkan data kwitansi dari Mahasiswa
Universitas Islam Lamongan sementara terdapat kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp.1.714.200.000,00," tandas
Febri.

Sementara itu, menanggapi adanya aduan dari perwakllan mahasiswa Unisla Lamongan terkait dugaan maladministrasi,
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jatim Agus Muttaqin menyatakan, akan mengirim surat permintaan klarifikasi kepada
Kejaksaan Tinggi Jatim.

"Menindaklanjuti aduan tersebut. Tim riksa bakal mengirimkan surat permintaan klarifikasi ke Kejati Jatim. Surat
permintaan klarifikasi akan kami kirim Minggu ini. Kami berharap kejaksaan bisa segera menjawab klarifikasi yang kami
ajukan," kata Agus Muttaqin singkat.
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